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ABSTRAKSI 

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang 

disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan informasi mengenai pajak menjadi 

pendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi, serta pengaruh moderasi dari digitalisasi perpajakan. Dengan 

jumlah sampel sebanyak 100 responden, kuesioner didistribusikan kepada wajib 

pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara sebagai bagian dari strategi 

penelitian kuantitatif untuk pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif dan 

signifikan oleh pengetahuan wajib pajak. Lebih lanjut, kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh konsekuensi pajak. Namun, 

baik hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

maupun hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi tidak dimoderasi oleh digitalisasi pajak. 
 
Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, 

Digitalisasi Pajak. 
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ABSTRACT 

The poor level of compliance among Indonesian individual taxpayers, which results 

from a lack of awareness and information regarding taxes, is the driving force 

behind this study.  This study aims to examine the impact of tax penalties and 

taxpayer knowledge on individual taxpayer compliance, as well as the moderating 

influence of tax digitization.  With a sample size of 100 respondents, questionnaires 

are distributed to individual taxpayers enrolled at KPP Malang Utara as part of a 

quantitative research strategy to data gathering. The study's findings suggest that 

individual taxpayer compliance is positively and significantly impacted by taxpayer 

knowledge.  Furthermore, individual taxpayer compliance is positively and 

significantly impacted by tax consequences.  However, neither the association 

between tax penalties and individual taxpayer compliance nor the relationship 

between taxpayer awareness and individual taxpayer compliance is moderated by 

tax digitization. 

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Tax 

Digitalization. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berasal dari 

kontribusi masyarakat. Meskipun kontribusi ini tidak dapat dirasakan secara 

langsung oleh wajib pajak, namun pajak memiliki peran yang sangat penting dalam 

penerimaan negara. Penerimaan ini digunakan untuk berbagai macam keperluan, 

baik bersifat rutin maupun pembangunan.  

Menurut Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak 

didefinisikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi kepada 

negara. Iuran ini bersifat memaksa dan diatur dengan ketentuan undang-undang. 

Selain itu, pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarnya. 

Penggunaan pajak diperuntukkan bagi kepentingan negara dengan tujuan utama 

untuk mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal. 

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting 

dalam konteks pembangunan perekonomian negara. Disisi lain, tingkat kepatuhan 

pajak individu masih tergolong rendah, meskipun pajak merupakan sumber utama 

pendapatan negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya 

kesadaran akan kewajiban perpajakan dan pengetahuan akan sanksi yang dikenakan 

bagi wajib pajak yang tidak mematuhinya. Di sisi lain, digitalisasi pajak yang 

berkembang pesat menawarkan peluang untuk meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan akan perpajakan tersebut. 
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Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam buku Laporan 

Tahunan 2022, pendapatan negara pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 2.266,2 

triliun dengan pajak sebagai penyumbang penerimaan utama yaitu Rp 1,784 triliun. 

Diikuti dengan pendapatan nasional bukan pajak (PNB) sebesar Rp481,6 triliun dan 

selebihnya diterima berkat pendapatan dari dana  subsidi (Direktorat Jenderal Pajak, 

2022). Penerimaan pajak pada tahun 2022 Jumlah yang diperoleh tercatat sebesar 

Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target. Nilai ini diterima dari PDB, PPN, 

PPnBM dan pajak lainnya. 

 

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2004-2022 

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak neto telah 

melebihi target dalam APBN Tahun Anggaran 2021. Realisasi penerimaan pajak 

neto sebesar Rp 1.231,8 triliun atau 100,19% dari target yang diamanatkan dalam 

APBN TA 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun, bertumbuh lebih dari 16%. Cara bagi 

wajib pajak untuk menerima dan memahami aturan pajak adalah dengan memahami 

regulasi pajak. Apabila wajib pajak belum mempunyai pemahaman yang cukup 

mengenai regulasi perpajakan maka kemungkinan yang bisa terjadi yaitu semakin 

menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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Pembayaran pajak adalah kontribusi terbesar untuk suatu negara dan sumber 

utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. 

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak didasari sebagai cerminan 

kepedulian wajib pajak (Candra et al., 2023). Alokasi pajak tidak hanya untuk 

masyarakat yang membayar pajak tapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak 

membayar pajak (Lingga, 2012).  

Pajak menyumbang lebih dari 70% pendapatan nasional Indonesia. Oleh 

karena itu, kepatuhan wajib pajak sangatlah penting. Meningkatkan kesadaran 

wajib pajak mengenai bagaimana cara memenuhinya merupakan langkah penting 

dalam memaksimalkan tingkat kepatuhan perpajakan. Dengan melakukan hal ini, 

wajib pajak akan lebih mampu memenuhi persyaratan perpajakannya dalam hal 

menghitung, membayar dan melaporkan. Wajib pajak dengan tingkat kesadaran 

yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan dapat membantu mengukur kemajuan 

bangsa (Ratnawati et al., 2022). Oleh karena itu, ketika kesadaran seseorang 

meningkat terhadap kewajibannya, maka tingkat kepatuhannya juga akan 

meningkat.  

Tingkat pengetahuan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya 

memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Ratnawati, 

2022). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Juardi & Hatimah (2022) 

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mandasari et al., (2018) menemukan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Adanya ketidak samaan hasil dari penelitian tersebut mendorong 
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peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui perhitungan, pembayaran, 

dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak harus menyatakan SPT 

sesuai dengan peraturan perpajakan dan menyatakan sebelum tanggal jatuh tempo 

(Wijaya, 2022). Menurut Khuzaimah & Hermawan (2018), kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi pemahaman bagi masyarakat mengenai tata cara pelaporan dan 

pembayaran pajak serta apa fungsi penerimaan negara dari sektor pajak. 

Saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. 

Berbagai faktor seperti kelalaian, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman 

tentang aturan perpajakan yang diikuti dapat menyebabkan pelanggaran. Sanksi 

pajak memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak 

(Ajzen, 1991). Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga atau bahkan menaikkan 

tarif pembayaran pajak. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana 

kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berinteraksi untuk mempengaruhi tingkat 

kompatibilitas. 

Di era digital saat ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai 

inisiatif untuk mendigitalkan sistem perpajakan, seperti registrasi dan penagihan 

elektronik dengan sistem e-reg, e-filing, dan juga website pajak. Digitalisasi ini 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. 

Digitalisasi harus berfungsi sebagai variabel moderasi meningkatkan dampak 

kesadaran perpajakan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.03/2017, proses 
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pelaporan serta pembayaran pajak saat ini lebih mudah dilakukan secara online. 

Sistem perpajakan online yang saat ini sudah berjalan yaitu e-billing, e-filing, e-

form, e-bupot, e-registration. 

Dalam proses memodernisasi sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) telah menerapkan digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan. Salah 

satunya adalah KPP Pratama Malang yang secara konsisten meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi. Inisiatif ini memungkinkan wajib pajak 

dapat mengakses layanan pajak dengan mudah melalui platform digital. Dari 

laporan KPP Pratama Kota Malang menunjukkan bahwa presentasi masyarakat 

dalam menggunakan layanan digital terus meningkat, tetapi kepatuhan pajak belum 

sepenuhnya optimal. 

Adanya manfaat sistem pajak elektronik yang secara positif dapat 

mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan wajib 

pajak (Night & Bananuka, 2020). Juardi & Hatimah (2022) menyatakan bahwa 

penerapan variabel e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman e-Filing tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Futry, 2021). Hal tersebut 

mendorong peneliti ingin melakukan pembuktian pengujian kembali. 

Kota Malang, salah satu daerah yang efektif menerapkan digitalisasi fiskal. 

Kantor Pusat Pelayanan Pajak Kota Malang telah melaksanakan berbagai program 

untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun, walaupun 

sudah berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, 

masih banyak tantangan yang harus dihadapi antara lain yaitu kurangnya motivasi 
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terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak kurang sadar akan kewajiban 

perpajakannya (Diani Widiastuti et al., 2013).  Sanksi yang dinilai tidak memadai, 

serta minimnya pemahaman mengenai kewajiban pajak membuat banyak oknum 

yang tidak patuh akan wajib pajak.  

Dengan mengacu pada paparan tersebut, tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi, serta peran digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi. 

Maka dari itu mengambil topik penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi? 

2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi? 

3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi yang dimoderasi digitalisasi pajak? 

4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang dimoderasi digitalisasi pajak? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dengan digitalisasi pajak sebagai 

variabel moderasi. 

4. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi dengan digitalisasi pajak sebagai variabel 

moderasi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

A. Penelitian ini digunakan untuk menjadi bahan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 

B. Penelitian ini digunakan untuk memperkaya literatur 

mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi 
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pajak dan kepatuhan, serta peran digitalisasi sebagai variabel 

moderasi. 

C. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan 

teori-teori yang ada mengenai perilaku wajib pajak dan juga 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. 

2. Manfaat Praktis 

A. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah 

dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih 

efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terutama 

melalui teknologi digital. 

B. Hasil dari penelitian ini dapat membantu dalam merancang 

strategi sosialisasi yang lebih baik untuk meningkatkan 

pemahaman wajib pajak. 

C. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

mengevaluasi program digitalisasi yang mendukung 

administrasi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan 

program ini dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan mereka. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berlandaskan temuan riset yang sudah dilakukan melalui tahap 

pengumpulan data, olah data dan analisis data mengenai Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang) dapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

3. Digitalisasi pajak tidak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

4. Digitalisasi pajak tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Riset ini tentunya tidaklah sempurna yang mana peneliti mempunyai 

keterbatasan riset antara lain adalah: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian yaitu KPP Malang 

Utara. 
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2. Penelitian ini tidak menguji secara langsung variabel digitalisasi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3. Masih terdapat celah untuk mendapatkan variabel lain dengan presentasi 

24,6% yang dilihat dari hasil uji koefisien determinasi. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan 

serta pertimbangan sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan 

menggunakan objek penelitian yang berbeda untuk menguji konsistensi 

hasil penelitian yang ada. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan pengujian pada variabel 

digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengkaji 

dengan baik dalam memilih variabel untuk model penelitian seperti dengan 

menggunakan variabel kualitas pelayanan, persepsi kemudahan pengisian 

SPT, dan variabel lain diluar model penelitian. 
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